
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 2 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 
 

883 
 

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Dalam Menjalankan Profesinya 

 

Felenvi Olivia Umbas, Budi Santoso  

Program Studi Magister Kenotariatan 

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 

E-mail: chelseaumbass@gmail.com 

 

Abstract 

Notaries and PPATs have legal protection in carrying out their positions. The problem in this journal is 

how the form of legal protection for Notaries and PPAT in carrying out their profession. The research 

method used in this journal is normative research. The results of this journal's research are a form of legal 

protection by a Notary in carrying out their profession, namely the Notary Supervisory Council and Notary 

Authority Council in accordance with Article 66 A paragraph (1) UUJN while the form of legal protection 

by PPAT is the presence of the PPAT and / or IPPAT Supervisory and Supervisory Council. is to provide 

legal assistance to PPAT in accordance with Article 50 Permen ATR / Head of BPN Number 2 of 2018. 

The conclusion of this journal is that Notaries and PPAT have different forms of legal protection but the 

purpose of legal protection obtained by Notaries and PPAT is the same, namely to protect Notaries and 

PPAT if they make a mistake up to the court's authority in carrying out their position. 

Keywords: notary; land titles registrar; legal protection. 

Abstrak 

Notaris dan PPAT mempunyai perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini hendak 

meneliti tentang bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam menjalankan 

profesinya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitan normatif. Hasil penelitian 

jurnal ini adalah bentuk perlindungan hukum oleh Notaris dalam menjalankan profesinya yaitu dengan 

adanya Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kewenangan Notaris sesuai dengan Pasal 66 A ayat (1) 

UUJN sedangkan bentuk perlindungan hukum oleh PPAT yaitu adanya Majelis Pembina dan Pengawas 

PPAT dan/atau IPPAT ialah memberikan bantuan hukum terhadap PPAT sesuai dengan Pasal 50 Permen 

ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018. Penelitian ini menemukan bahwa Notaris dan PPAT mempunyai 

bentuk perlindungan hukum yang berbeda tetapi tujuan dari perlindungan hukum yang didapatkan oleh 

Notaris dan PPAT sama yaitu untuk melindungi Notaris dan PPAT jika melakukan kesalahan sampai 

dengan keranah pengadilan dalam menjalankan jabatannya. 

Kata kunci: notaris; PPAT; perlindungan hukum.  

 

A. PENDAHULUAN 

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya didasarkan 

pada Undang-Undang dan Kode Etik yang mengatur profesinya masing-masing. Notaris dalam 

menjalankan profesinya atau jabatannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik 

Notaris, sedangkan PPAT didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat 
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Pembuat Akta Tanah dan Kode Etik Notaris serta peraturan Badan Pertanahan Nasional yang terkait 

dengan PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Notaris dan PPAT mempunyai definisi 

dan tugas atau kewenangan yang berbeda-beda. Pengertian Notaris adalahnpejabat umumnyang satu-

satunyanberwenang untuknmembuatiakta otentik yangmana mengenai terkait dengan 

semuaiperbuatan, perjanjianidan penetapaniyang diharuskanioleh suatuiperaturan umumiatau 

olehiyangiberkepentingan dan dikehendakiiuntuk dinyatakanidalam suatuiakta otentik, 

menjaminikepastianitanggalnya, menyimpaniaktanyaidan memberikanigrosse, salinanidan 

kutipannya, semuanyaisepanjang pembuataniakta ituioleh suatu peraturaniumum tidakijuga 

ditugaskaniatau dikecualikanikepada pejabatiatau orangilain (Adjie, 2008). Sedangkan 

pengertianiPPAT adalahipejabat yangiberwenang membuatiaktaidaripada perjanjian-perjanjianiyang 

bermaksudimemindahkan hakiatasitanah, memberikanisesuatu hak baruiatasitanah, serta 

menggadaikanitanah atauimeminjam uangidengan hakiatas tanahisebagai tanggungani(Peranginangin, 

2007). 

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 sedangkan PPAT diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 2016.  Tugas pokok PPAT 

adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum dalam ketentuan 

Pasal 19 ayat (2) UUPA dan dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran 

tanah sedangkan Notaris tugas pokoknya adalah membuatiakta-akta otentikidan 

melakukanipendaftaran danimengesahkan (waarmerken dan legaliseren) isurat-surat ataupuniakta-

akta yangidibuat dibawahitangan sertaimemberikan nasehatihukum danipenjelasan mengenaiiundang-

undang terutama yaitu pada isiidari aktaiyang dibuatidi hadapaniNotaris. Notaris sebagai salah satu 

jabatan yaitu sebagaiipejabat umum yangidiberikan olehiperaturan perundang-undanganidengan 

kewenanganiuntuk membuatisegala perjanjianidan aktaisertaiyang dikehendakiioleh 

yangiberkepentingan (Lubis, 1994). Meskipun Notaris dan PPAT mempunyai tugas dan kewenangan 

yang berbeda tetapi dalam menjalankan jabatannya Notaris dan PPAT mendapatkan perlindungan 

hukum dari Majelis Pengawas atau Majelis kehormatan masing-masing yang telah di tentukan dalam 

Undang-Undang ataupun kode etik masing-masing jabatan. Berdasarkan latar belakang permasalahan 

diatas maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Notaris dan PPAT dalam Menjalankan Profesinya”. 

Teori yang digunakan dalam jurnal ini untuk membahas permasalahan yang ada yaitu dengan 

menggunakan teori perlindungan hukum. Menurut pandangan dari SatjiptoiRahardjo, 
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Perlindunganihukum adalahimemberikan pengayomaniterhadap HakiAsasi Manusia (HAM) yang 

telahidirugikan orangilain daniperlindungan tersebut diberikanikepada masyarakatiagaridapat 

menikmatiisemua hak-hakiyang diberikaniolehihukum (Raharjo, 2000). PhilipusiM. Hadjon 

menyatakanibahwaiterdapat 2 (dua) imacam perlindunganihukum yaituipertamaiperlindungan 

hukumipreventif daniyang keduaiperlindungan hukumirepresif. Padaiperlindungan hukumiyang 

preventif, hukum dapat mencegahiterjadinya sengketaisedangkan perlindunganihukumirepresif yang 

mempunyai tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa (Hadjon, 1994). Perlindungan 

hukumimerupakan gambaranidari bekerjanyaifungsi hukumiuntuk mewujudkanitujuan-tujuan hukum, 

yaitu keadilan, ikemanfaatan serta kepastian hukum. Perlindunganihukum adalahisuatu 

perlindunganiyang diberikanikepada subyekihukum sesuaiidengan aturanihukum, baik yang 

bersifatipreventif ataupun bersifatirepresif, baikiyang secaraitertulis maupunitidak tertulisidalam 

rangkaimenegakkaniperaturanihukum. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penelitian ini meneliti tentan bagaimana 

bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang kepada Notaris dan PPAT dalam 

menjalankan profesinya. 

Jurnaliyang ditulisioleh penulis yangiberjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan 

PPAT dalam Menjalankan Profesinya” merupakan jurnal yang asli dan dapat dipertanggung jawabkan, 

untuk membuktikannya penulis akan membandingkan dengan penelitian-penelitian yang mempunyai 

tema atau topic yang sama dengan jurnal ini tetapi mempunyai fokus pembahasan yang berbeda. 

Pertama adalah jurnal yang ditulis oleh penulis bernama Kunni Afifah dengan judul jurnalnya 

“Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang 

Dibuatnya”, penulis memfokuskan pembahasan jurnalnya tentang bentuk dari 

pertanggungjawabanidan perlindunganihukum bagiiNotaris secaraiperdataiterhadap akta-

aktaiyangidibuatnya (Afifah, 2017). Penelitianikedua yaitu berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik” dengan nama penulis Heriyanti, 

penulis memfokuskan penelitiannya kepada perlindungan hukum terhadap notaris yang terindikasi 

tindak pidana sehubungan dengan akta otentik yang dibuatnya (Heriyanti, 2016). 

Penelitianiketiga berjudul “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(Ppat) Pasca Perubahan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang 

Jabatan Notaris (Studi Putusan Mpd No. 57/Um/Mpd/Kab.Bogor/V/2018)” dengan penulis bernama 

NoristaiVeronika, dimana jurnal iniimemfokuskan pembahasannya mengenai bentukiperlindungan 
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hukumiterhadap PejabatiPembuat AktaiTanahi (PPAT) pascaiperubahan Pasali66 Undang-Undang 

NomoriRepublik IndonesiaiNo.2 Tahuni2014 TentangiJabataniNotaris sehubunganidengan Putusan 

Majelis Pengawas Daerah No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018 daniperbandingan 

perlindunganihukun terhadapiNotaris denganiperlindungan terhadapiPejabat PembuatiAkta Tanahi 

(PPAT) pasca dikeluarkannya atau diterbitkaniPeraturan MenteriiAgraria daniTata 

Ruang/KepalaiBadan PertanahaniNasional RepublikiIndonesia Nomori2 Tahuni2018 (Veronika, 

2019). 

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas yang mempunyai tema atau topic yang sama dengan 

jurnal ini tetapi memiliki fokus pembahasan yang berbeda, yang mana jurnal ini lebih memfokuskan 

pembahasan pada bentuk perlindunganihukum terhadapiNotaris daniPPATidalam 

menjalankaniprofesinya maka dapat disimpulkan bahwa jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Notaris dan PPAT dalam Menjalankan Profesinya” dapat dipertanggungj awabkan 

keasliaannya. 

 

B. METODE PENELITIANi 

Metode penelitian yang digunakan oleh jurnal ini yaitu penelitian Normatif yang menggunakan 

sumber dataisekunder, yaitu berupa buku-buku, peraturaniperundang-undangan, keputusan-keputusan 

dari pengadilan, teori-teoriihukum mengenai Notaris dan PPAT serta profesi hukum. Data yang 

digunakan jurnal ini yaitu data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dengan 

bahan hukum primer berupa Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah terkait dengan 

PPAT dan peraturan lain yang terkait, bahan hukum sekunder berupa literature seperti buku, jurnal, 

dan lainnya, terakhir bahan hukum tersier seperti internet, ataupun kamus hukum dan sejenisnya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan 

oleh jurnal ini untuk menganalisa atau menganalisis dan mengolah data yaitu dengan pendekatan 

kualitatif. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Undang-Undang Kepada Notaris Dan PPAT 

Dalam Menjalankan Profesinya 

Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang tugasnya membuat akta. Pejabat umum 

menurut BoediiHarsono adalahiseseorang yang telah diangkatioleh Pemerintahidisertai dengan 
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tugasidan kewenangan yaitu memberikanipelayanan kepadaiumum dibidangitertentu (Harsono, 2007). 

Kegiatanitertentu yangidimaksud yaitu salahisatunya untukimembuat aktaiotentik. Yang dimaksud 

dengan PPATiadalah pejabatiyang bertugas ataupun berwenangimembuatiaktaidaripada perjanjian-

perjanjianiyang bermaksudimemindahkan hakiatasitanah, memberikanisesuatu hakibaru atasitanah, 

menggadaikanitanah atauimeminjam uangidengan hakiatas tanahisebagaiitanggungan. Sedangkan 

pengertian Notarisimenurut Pasali1 angka 1iUndang-Undang Nomori2 Tahuni2014 tentangiPerubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa 

“Notarisiadalah pejabatiumum yangiberwenang untukimembuat aktaiotentik danikewenangan 

lainnyaisebagaimana dimaksudiundang-undang ini”. Pengertianiyang ada di dalam UUJN tersebut 

lebih mengarahipada tugasidan wewenangiyang dijalankaniNotaris, yang berarti Notarisimemiliki 

tugasisebagai pejabatiumum danimemiliki wewenangiuntuk membuatiaktaiotentik sertaikewenangan 

lainnyaiyang diaturioleh Undang-UndangiJabataniNotaris (Anshoro, 2009). 

Notaris dalam menjalankan jabatannya diawasi oleh MajelisiPengawasiNotaris. Pengertian dari 

MajelisiPengawas Notarisimenurut Pasali1 angka 6iUndang-Undang Nomori4 Tahuni2014 tentang 

Peraturan JabataniNotaris dimana memberikan pengertian Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya 

disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis pengawas dibentuk oleh Menteri 

yaitu diatur dalam Pasali67 ayati (2) iUUJN. BerdasarkaniPasal 68iUUJN MajelisiPengawas 

terdiriidari MajelisiPengawasiDaerah, MajelisiPengawasiWilayah, daniMajelis PengawasiPusat. 

MPNidi angkat olehiMenteri Hukumidan HAMisesuai Pasali67iUndang-undang Nomori30 

Tahuni2004 membentukiMPN. PengawasaniMenteri Hukumidan HAMidi delegasikan keiMPN. 

MajelisiPengawas Notarisi mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan sidangiuntuk 

memeriksaiadanya dugaanipelanggaran KodeiEtik Notarisiatau pelanggaranipelaksanaanijabatan 

Notaris. Berdasarkanisubstansi dalam Pasal tersebutibahwa MajelisiPengawas Notarisiberwenang 

melakukanisidang untukimemeriksa adanyaidugaan pelanggaraniKodeiEtik, danipelaksanaanitugas 

jabataniNotaris. Setiap tingkatan atau jenjang dalam MajelisiPengawas mempunyaiiwewenang 

masing-masingidalam melakukan atau melaksanakan pengawasanidan untukimenjatuhkanisanksi. 

UUJNitidak memberikanikewenangan kepadaiMPD untukimenjatuhkan sanksiiapapuniterhadap 

Notaris, tetapi hanyaiMPW daniMPP yangiberwenang untukimemberikanisanksi. MPWiberwenang 

untukimemberikan sanksiiberupa teguranilisan atauitertulis yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf 

e UUJN, danisanksi tersebutibersifat final (Pasal 73 ayat (2) UUJN), serta putusan untuk 
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mengusulkanikepada MPPiberupa pemberhentianisementara dariijabatan Notarisi3 (tiga) isampai 

dengani6 (enam) ibulan, danimengusulan kepadaiMPP untukimemberhentikan tidakihormatidari 

jabataniNotaris (Pasal 73 ayat (1) huruf f UUJN). MPPiberwenang untukimenjatuhkanisanksi 

terhadapiNotaris yang diaturidalam Pasali77 huruf c dan d UUJN. 

Selain majelis pengawas terkaitidenganiperlindungan hukumiNotaris itu sendiri terhadap 

MajelisiKehormataniNotaris atau bisa disingkat dengan MKN yaitu merupakan salah satu organ dari 

perlengkapaniINI yangiterdiri dariianggota-anggotaiyang telah terpilih dariianggota INIiserta werda 

notaris, yangiberdedikasi tinggiidan loyaliterhadapiperkumpulan, mempunyai kepribadian yang baik, 

arif serta bijaksana, sehinggaidapat menjadiipanutan bagiianggota danidiangkat olehikongres 

untukimasa jabataniyang samaidengan masaijabatan dalam kepengurusan. Majelis Kehormatan 

Notaris mempunyai wewenang melakukanipemeriksaan atasipelanggaran terhadapikode etikidan 

menjatuhkanisanksi kepadaipelanggarnya sesuaiidengan kewenangannyaidan bertugasiuntuk 

melakukanipembinaan, pengawasan, bimbingan, serta pembenahan pada anggota dalam hal 

menjunjungitinggi kodeietik. Selain itu Majelis Kehormatan Notaris berwenang memeriksaidan 

mengambilikeputusan atasidugaan pelanggaraniketentuan kodeietik yang lebih bersifatiinternal 

atauiyang tidakimempunyai masyarakatisecara langsung. Majelis Kehormatan Notaris juga berwenang 

memberikan suatu saran serta pendapat kepadaimajelis pengawasiatas dugaanipelanggaran terhadap 

kodeietik danijabataninotaris. 

Keberadaan dari MKN sebagai suatu institusi yang meenyelenggarakan pembinaan 

terhadapiNotaris Sejak disahkannya Undang-UndangiNomor 2 Tahuni2014 TentangiPerubahan Atas 

Undang-Undang Nomori30 Tahun 2004 TentangiJabatan Notaris, telahidibentuk suatu lembaga 

perlindungan hukum baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai tugas atau 

wewenang  melaksanakanipembinaan, pengawasan, bimbingan, serta pembenahan terhadap anggota 

dalam rangkaimemperkuat institusiinotaris dalamimenjalankan amanahiUUJN. Haliini dapatidilihat 

dari maksudiatau tujuanidibentuknya MKNisebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap 

jabatan Notaris (Tobing, 1999). 

MajelisiKehormatan Notarisidiatur dalamiPasal 66 A ayati (1) UUJN yangimenyatakan, 

bahwaidalam melaksanakanipembinaan, Menteriimembentuk MKN yang mempunyai peran penting 

yaitu menggantikan peran dari Majelis Pengawas Daerah atau MPD dalam hal menyetujuiiatau 

menolakipemanggilan notarisidan pengambilanifotokopi protokolinotaris olehipenyidik, penuntut 

umum, ataupun hakim. MKN bersifatiindependen dalamimengambil keputusaniyangimempunyai 
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tugasiserta kewajibaniuntuk memberikanibimbingan atauipembinaan dalamirangkaimemperkuat 

institusiinotaris dalamimenegakkan UUJNibagi setiapiorang yangimenjalankan jabatanisebagai 

notaris. UUJNitelah mengaturibentuk perlindunganihukum yangidapat diberikanikepadaiNotaris 

dalamimenjalankan tugasijabatannya sebagaiipejabatiumum, hal ini tercantum dalamiPasal 66iayat (1) 

UUJNiyang mengatakan bahwaiuntuk kepentinganiproses peradilan, penyidik, penuntut umum, 

atauihakim denganipersetujuan MajelisiKehormatan Notarisi (MKN) yang berwenang 

mengambilifotokopi minutaiakta atauisurat-surat yangidilekatkan padaiminuta akta ataupun 

protokolinotaris dalamipenyimpananinotaris, dan memanggilinotaris untukihadir dalamipemeriksaan 

yangiberkaitan denganiakta atauiprotokol notarisiyang beradaidalam penyimpananinotaris. 

Perlindungan Hukum terhadap Notaris diatur dalamiPasal 66 UUJN di dalamnya termasuk 

notarisipengganti, pejabatisementara notarisidan notarisiemeritus atauiwerda notaris, karenaidalam 

praktikimasih seringidilakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap notarisiyang sudahiberhenti 

menjabatisebagai notarisiuntuk diperiksaioleh penyidikiterkait denganiakta-akta pernahidibuatnya 

selama masihimenjabat sebagaiinotaris. Dengan adanya UUJN ini diharapkan keberadaan dari MKN 

dapatimemberikan perlindunganihukum bagiisemua orang yang pernah menjalankanitugasijabatan 

sebagaiinotaris. UUJNitelah mengaturimengenai perlindunganihukum terhadapiJabataniNotaris 

yangidilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimanaiyang diaturidalam Pasali66 ayati (1) 

UUJN, yangimenyatakan bahwa terkait untukikepentingan prosesiperadilan, yaitu penyidik, 

penuntutiumum atau hakim, yang akan memanggilinotaris harusimendapat persetujuaniterlebih 

dahuluidariiMKN. 

Bentuk perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam 

menjalankan jabatannya berdasarkaniPasal 4 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018, 

pembinaanidan pengawasaniterhadap PPATidilakukan olehiMenteri, dimana terkait pembinaanidan 

pengawasanitersebut yang ada di daerah dilakukanioleh KepalaiKantor WilayahiBPN daniKepala 

KantoriPertanahan. Fungsi pengawasaniyang dimaksudidalam Permeniyang baruiiniimencakup 

pengawasaniterhadap pelaksanaanijabatan PPATidan penegakaniaturan hukumisesuaiidengan 

ketentuan dalam peraturaniperundang-undanganidi bidangiPPAT, sebagaimanaidiatur dalamiPasal 8 

Permen ATR/Kepala BPNiNomor 2 Tahuni2018. Selanjutnyaimenurut Pasali12 ayat (1)peraturan 

yang sama terkait dengan pengawasaniberupa penegakaniaturan hukumisesuai denganiketentuan 

peraturaniperundang-undanganidi bidangiPPAT dilaksanakan sesuai temuan dari Kementerian 

terhadapipelanggaran pelaksanaanijabatan PPATiatau terdapatipengaduan atasidugaanipelanggaran 
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yangidilakukan olehiPPAT. Pelanggaran yang dimaksud yaitu sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) 

yaitu mencakup pelanggaraniatas pelaksanaanijabataniPPAT, tidakimelaksanakan kewajibaniyang 

diaturidalam peraturaniperundang-undangan, melanggariketentuan laranganiyang diaturidalam 

peraturaniperundang-undangan, dan melanggariKode Etik.  

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) di atas, menurut ayat (3) Pasal yang 

sama, dapat berasal dari masyarakat, baik perorangan atau badan hukum dan/atau IPPAT. Permen 

ATR/KepalaiBPN Nomori2 Tahun 2018imerupakan suatuibentuk dari perlindunganihukum yang 

sifatnyairepresif kepadaiPPAT melaluiipendampingan hukumisetelah diprosesidalam persidangan, 

yaitu bantuanihukum terhadapiPPAT yangiterlibat masalahihukum, sebagaimanaidiatur dalam 

Pasali50, yangimenyatakan bahwaiKementerian, MajelisiPembina daniPengawas PPATidan 

IPPATidapat memberikanibantuan hukumiterhadap PPATiyang dipanggilisebagai saksiimaupun 

tersangkaiolehipenyidik. PPAT yangidipanggil sebagaiisaksi atauitersangka olehipenyidikidapat 

mengajukanipermohonan bantuanihukum. Bantuanihukum yang dimaksud yaitu bisa berupaisaran, 

masukan ataupun pendampinganidalam hal penyidikan dan ataupun keteranganiahli diipengadilan. 

Tim gabungan dibentuk oleh Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan IPPAT yang 

bertujuan untuk memberikan suatu bantuanihukum kepadaiPPAT yangianggotanya berasalidari 

unsuriKementerian, Majelis Pembinaidan PengawasiPPAT dan IPPAT. Dalamihal penyidikiakan 

memeriksaiPPAT atasidugaan tindakipidana dapatiberkoordinasi denganiKementerian, Majelis 

Pembina dan Pengawas PPAT serta IPPAT.  DalamIhal terjadinyaIpenyidikan terhadapIPPAT, 

wewenang dari Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT atau IPPAT adalah 

memberikanIbantuan hukumIterhadap PPATIyang dipanggilIsebagai saksiImaupun tersangkaIoleh 

penyidikIdan PPAT yang telah dipanggil sebagaiIsaksi atau tersangkaIoleh penyidikIdapat 

mengajukanIpermohonan bantuanIhukum. Bantuan hukum yang duberikan berupa saran, masukan 

atau pendampinganIdalam penyidikanIdan/atau keteranganIahli di pengadilan dimana tercantum 

dalam PasalI50 PermenIATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018). 

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan diatas terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dan 

PPAT dalam menjalankan profesinya yaitu Notaris dalam menjalankan profesinya mendapatkan 

perlindungan hukum yaitu berupa pengawasan dari MajelisIPengawas NotarisIdan Majelis 

KehormatanINotaris sesuai denganIPasal 66IA ayat (1) IUUJN yangImenyatakan bahwaIuntuk 
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kepentinganIprosesIperadilan, yaitu penyidik, penuntutIumum atau hakim, yang akanImemanggil 

notarisIharus mendapatIpersetujuan terlebihIdahulu dariIMKN. Sedangkan bentuk perlindungan 

hukum PPAT adalah dengan adanya MajelisIPembina dan PengawasIPPAT dan IPPATIialah 

memberikanIbantuan hukumIterhadap PPATIyang dipanggilIsebagai saksiImaupun tersangkaIoleh 

penyidikidan PPATiyang dipanggilisebagai saksi atau tersangkaioleh penyidikidapatimengajukan 

permohonanibantuan hukumisebagaimana yangidiatur dalamiPasal 50iPermeniATR/KepalaiBPN 

Nomori2 Tahuni2018. 
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